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Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 522, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

Mengingat 

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri 

kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/770/2022 maka 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 44 Tahun 2021 Tentang 

Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani 

Corona Virus Disease 2019 perlu ditinjau kembali; 

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 44 

Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga 

Kesehatan Yang Melaksanakan Penanganan Corona Virus 

Disease 20 19; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

ten tang 

Republik 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penya.kit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6236); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3447); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republiklndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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HK.01.07 /MENKES/ 770/2022 tentang Pemberian 

Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan 

Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan 

Bidang Kesehatan Yang MenanganiCorona Virus Disease 

2019 (COVID-19); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57); 

17. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi 

Jawa Tengah (Serita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2020 Nomor 25); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor156); 

19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 

Nomor 11); 

Nomor Kesehatan Menteri 15. Peraturan 

13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 39 Tahun 2020 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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Pasal 14 

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya 

Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber 

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(2) Insentif yang bersumber dari APBD dan belum dibayarkan 

pada Tahun 2021 dibayarkan melalui APBD Tahun 

Anggaran 2022. 

(3) Insentif untuk Tahun Anggaran 2022 terhitung sejak 

bulan Januari 2022 dan dapat ditinjau kembali sesuai 

dengan kemampuan keuangan Daerah. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

44 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga 

Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 20 l 9(Berita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 46) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 44 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN 

YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

MEMUTUSKAN : 

20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 44 Tahun 2021 

tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang 

Menangani Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 46); 

Menetapkan 



6 

Ditetapkan di Wonogiri 

Pada tanggal 6 Juni 2022 

~::::::;i~ ATI WONOGIRI, 1 

Diundangkan di Wonogiri 

Pada tanggal 6 Juni 2022 

KRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
~::::;c:::::::::::;L 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 


